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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN 

 

Transliterasi kata-kata Arab yang di pakai dalam penulisan skripsi ini 

berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari Nomor: 158 

Tahun 1987 danNomor 0543b/U/1987. 

A. Konsonan Tunggal 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidakdilambangkan Tidakdilambangkan ا

 Ba’ B Be ب

 Ta’ T Te ت

 Sa’ Ṡ Es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ha’ Ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh Kadan Ha خ

  Dal  D  De د

 Zal Ż Zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra’  R  Er ر
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 Zai Z Zet ز

 Sin  S  Es س

 Syin Sy Esdan Ye ش

 Sad Ṣ Es (dengan titik di bawah) ص

 Dad  Ḍ De (dengan titik di bawah) ض

 Ta  Ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 Za Ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ʽ Koma terbalik di atas‘ ع

 Gain  G  Ge غ

 Fa F  Ef ف

  Qaf Q  Qi ق

 Kaf K  Ka ك

  Lam  L  ‘el ل

 Mim M  ‘em م

 Nun  N  ‘en ن

  Waw W  W و
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  Ha’ H  Ha ه

 Hamzah ’ Apostrof ء

 Ya Y Ye ي

 

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis Rangkap 

ةمتعدّ   Ditulis Muta’addidah 

ةعدّ   Ditulis ‘iddah 

 

 

C. Ta’ marbutah di Akhir Kata 

1. Bila dimatikan ditulis h 

 Ditulis Hikmah حِكْمَة

 Ditulis ‘illah علة

 

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap 

dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya, kecuali bila 

dikehendaki lafal aslinya). 

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka 

ditulis dengan h. 
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ّكرامةالاؤلياء

Ditulis 

 

Karamah al-auliya’ 

 زكاةالفطر

Ditulis 

 

Zakat  al-fitri 

 

D. Vokal Pendek 

ََّ  Fatḥah A 

 Faʽala  فَعَلَّ

َِّ  Kasrah I 

كِرَّذّ    Zukira 

 َّ  Ḍammah U 

 يَذْهَبّ 
 Yazhabu 

 

 

E. Vokal Panjang 

1. Fatḥah+ alif, ditulis ā (garis di atas) 

ة ّجَاهِليِ ّ  ditulis jāhiliyyah 

2. Fatḥah + alifmaqṣurditulis ā (garisatas) 

 ditulis yas’ā يَسْعَى

3. Kasrah + yamati, ditulis ī (garis di atas) 
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 ditulis majīd مَجِيْد

4. Ḍammah + waumati, ditulis ū (dengangaris di atas) 

 ditulis furūḍ ف ر وْض

F. Vokal Rangkap 

1. Fatḥah + yamati, ditulis ay 

مّْ  ditulis baynakum بيَْنَك 

2. Fatḥah + waumati, ditulis au 

 ditulis qawl قوَْل

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan 

apostrof 

 ditulis a’antum ااَنَْت مّْ .1

 ditulis uʽiddat ا عِد تّْ .2

 ditulis la’insyakartum لئَنِّْشَكَرْت مّْ .3

H. Kata Sandang Alif + Lam 

1. Bila didukung dengan qamariyah ditulis al- 

نّْآالَْق رّْ  ditulis al-Qur’ān 

 ditulis al-Qiyās الَْقيِاَسّْ

2. Bila di ikuti huruf syamsiah, ditulis dengan menggandeng huruf syamsiyah 

yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya 

 ’ditulis as-sama الَس مَاء

الَش مْسّ ditulis asy-syams 

I. Huruf besar 
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Huruf besar dalam tulisan latin digunakan sesuai dengan ejaan yang diperbarui 

(EYD). 

J. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat 

وْض  ditulis Żawil-furūḍ atau Żawī al-furūḍ ذَوِيّالْف ر 

ن ة  .ditulis ahlussunnah atau ahl as-sunnah اهَْل ّالسُّ
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MOTTO 

 

رُ النَّاسِ أَحْسَنُ هُمْ خُلُقًا وَ أنَْ فَعُهُمْ   خَي ْ

 

Sebaik-Baik Manusia Ialah Yang Paling Baik Budi Pekertinya Dan Paling 

Bermanfaat 
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ABSTRAK 

 

Skripsi ini merupakan hasil penelitian pustaka tentang ” Analisis konsep 

konsinyasi dalam pengadaan tanah untuk jalan tol dalam pandangan hukum islam 

(Studi Pasal 42 undang-undang nomor 2 tahun 2012Tentang Pengadaan Tanah 

Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum)”. Konsinyasi mempunyai makna 

penitipan, dalam penelitian ini penitipan ini dilakukan oleh pihak yang 

memerlukan tanah kepada mereka yang orang-orang yang mempunyai hak atas 

tanah. Hal tersebut dirasa seperti sebuah perampasan yang dilakukan pemerintah 

dengan difasilitasi oleh Undang-Undang. 

Dalam menjawab permasalahan tersebut penulis menggunakan data 

penelitian yang dihimpun melalui dokumentasi. Metode penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan deskriptif analisis, 

yaitu pembahasan yang diperoleh dengan mengumpulkan data dari buku tentang 

konsep konsinyasi dalam pengadaan tanah untuk jalan tol dikomparasikan dengan 

teori mashlahah. 

Dari hasil penelitian ini, penulis menggambarkan bahwa sudah terdapat 

proses musyawarah dan penghormatan terhadap hak-hak yang ada. Dan 

pembangunan jalan tol mempunyai manfaat yang sangat luas bagi masyarakat 

sehingga ia telah sesuai dengan konsep mashlahah yaitu mengambil manfaat dan 

meninggalkan madharat (bahaya) 

 

Kata Kunci: Pengadaan tanah, Konsinyasi, Kepentingan Umum, Jalan Tol, 

Mashlahah, hukum Islam. 
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BAB I 

A. Latar Belakang 

Dinamika kehidupan yang semakin tinggi serta ditunjangnya 

mobilitas manusianya yang tak pernah henti,sentralisasi yang dilakukan 

pemerintah pusat mendorong masyarakat untuk melakukan segala sesuatu 

secara mandiri dengan tingkat efektivitas dan efiensi yang tinggi. Untuk 

memenuhi permintaan tersebut pemerintah melakukan beberapa kebijakan 

dan terobosan guna menunjang aktivitas masyarakatnya. Salah satu 

terobosan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mensejahterakan 

masyarakat dalam bidang ekonomi adalah dengan mempercepat arus 

ekonomi dan menekan laju inflasi, pemerintah pun membangun banyak 

proyek infrastruktur. Melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat, pemerintah pun membangun jalan bebas hambatan 

atau yang kita kenal dengan jalan tol, proyek ini yang bernama Jalan Tol 

Trans Jawa. Rencananya jalan tol ini akan dibangun untuk 

menghubungkan beberapa kota besar di pulau jawa dari Pelabuhan Merak 

di Banten sampai ke Pelabuhan Ketapang di Banyuwangi.  

Terdapat beberap ruas jalan tol yang sudah terbangun, sehingga 

pembangunan jalan tol trans jawa ini menambah beberapa ruas jalan tol 

yang belum terhubung sehingga nantinya akan menjadi satu kesatuan yang 

untuk menghubungkan beberapa kota besar di pulau jawa. Panjang jalan 

tol trans jawa yang direncankan pemerintah adalah 1150 kilometer, ruas 
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jalan tol yang telah dibangun adalah 317 kilometer, selama empat tahun 

dari  2015-2018 Kementertian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

dan Pekerjaan Umum telah membangun 616 kilomter dan masih ada 

terdapat 217 kilometer lagi ruas yang akan dibangun oleh pemerintah yang 

ditargetkan bisa beroperasi tahun 2021.1 Dengan total panjang 833 

kilometer maka tentunya dibutuhkan puluhan ribu hektar tanah yang 

dibutuhkan dalam pembangunan jalan tol trans jawa ini, dan tanah yang 

dimiliki oleh pemerintah tidak cukup memadai untuk pembangunan jalan 

tol ini sehingga pemerintah mengadakan pengadaan tanah yang secara 

langsung akan melibatkan masyarakat yang mempunyai hak atas tanah, 

dan berakibat tidak secara langsung kepada masyarakat umum sebagai 

pengguna jalan tol. 

Pemerintah telah menetapkan peraturan khusus yang membahas 

mengenai pembebasan lahan dan pemberian ganti rugi yang diatur dalam 

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2012 Tentang 

Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum. Landasan dasar undang ini 

terdapat dalam Psal 33 ayat (3) Undang – Undang Dasar 1945 yang 

berbunyi: “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya 

dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar – besar kemakmuran 

rakyat.” Namun kekuasaan negara itu bukanlah kekuasaan yang mutlak 

karena terdapat beberapa ketentuan hukum yang mengikat dirinya sendiri 

seperti hukum alam, hukum Tuhan serta hukum yang umum pada semua 

                                                             
1 http://bpjt.pu.go.id/berita/dalam-empat-tahun-kementerian-pupr-rampungkan-616-km-tol-

trans-jawa (diakses tanggal 24 Januari 2019) 
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bangsa yang dinamakan leges imperii. Pengertian leges emperii menurut 

Yudha B, Ardhiwisastra ialah Undang – Undang Dasar Negara yang berisi 

ketentuan – ketentuan kepada siapa kekuasaan itu diserahkan dan batas – 

batas pelaksanaanya.2 

Peraturan hukum tentang pengadaan tanah untuk kepentingan 

umum dan segala peraturan yang terkait di Indonesia telah mengalami 

proses perkembangan sejak terbitnya Undang – Undang No. 5 Tahun 1960 

tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria (UUPA). Dalam hal 

pencabutan, pembebasan dan pelepasan hak selalu menimbulkan dampak 

yang besar besar bagi masyarakat. Berbagai hal timbul dalam masyarakat, 

karena adanya ketidaksepakatan antara pemilik tanah yang akan diambil 

tanahnya untuk keperluan proyek – proyek pembangunan dan pihak – 

pihak yang bertugas untuk melakukan hal tersebut. Di samping itu, 

masalah besarnya ganti rugi yang akan diberikan kepada masyarakat juga 

tidak jelas bahkan ada yang tidak layak.3  

Tanah merupakan salah satu kebutuhan primer bagi manusia yang 

mencakup papan, pangan, dan sandang. Diatas tanah tersebut juga terdapat 

bangunan yang bisa berupa tempat tinggal, tempat ibadah, bahkan tempat 

usaha adapun tanah yang belum ada bangunan diatasnya seperti sawah dan 

                                                             
2 Mukmin Zakie, ”Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum”, (Yogyakarta:  Jurnal 

Hukum Universitas Islam Indonesia, Npo. Khusus, Oktober, XVII, 2011), hlm. 191 

 
3 Adrian Sutedi, Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Untuk 

Pembangunan, (Jakarta: SInar Grafika, 2007), hlm. 46 
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perkebunan banyak digunakan oleh masyarakat untuk memproduksi 

bahan-bahan pangan seperti padi, jagung, dan buah-buahan. Proses 

peralihan tanah pun tidak seperti pembelian barang pada umumnya karena 

tanah merupakan barang yang tidak bergerak yang diatur khusus oleh 

Undang – Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – 

Pokok Agraria (UUPA) dalam proses peralihannya.  

Lahan yang akan digunakan untuk jalan tol ini sebagian besar 

adalah lahan milik masyarakat yang mempunyai hak atas tanah yang harus 

diganti rugi oleh pemerintah sebagai kompensasi atas pelepasan hak atas 

tanah dan bangunan tersebut. Kompensasi ganti rugi yang dilakukan oleh 

pemerintah  pun dilakukan secara tidak langsung, namun mempunyai 

beberapa tahapan diantaranya perencanaan, persiapan, pelaksanaan, 

penyerahan hasil.4  

Masyarakat yang tidak setuju pada saat proses perencanaan 

pembangunan ataupun tidak setuju dengan besaran ganti kerugian bisa 

mengajukan keberatannya ke pengadilan umum setempat. Mendengar kata 

gugatan dan pengadilan serasa menakutkan di telinga masyarakat awam, 

sehingga masyarakat yang berkeberatan tidak menggunakan hak yang 

dimilikinya.  

                                                             
4 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan 

umum 
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Apabila negosiasi antara panitia pengadaan lahan dan masyarakat 

tak tercapai kesepakatan. Maka sesuai dengan pasal 42 Undang – Undang 

Nomor 2 tahun 2012 akan dilaksanakan penitipan atau kosinyasi. 

Konsinyasi disebutkan dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata 

pasal 1404 adalah Jika berpiutang menolak pembayaran, maka si berutang 

dapat melakukan penawaran pembayaran tunai apa yang diutangnya, dan 

jika berpiutang juga menolaknya, menitipkan uang atau barangnya kepada 

Pengadilan. Penawaran yang sedemikian, diikuti dengan penitipan, 

membebaskan si berpiutang dan berlaku baginya sebagai pembayaran, asal 

penawaran itu telah dilakukan menurut undang-undang, sedangkan apa 

yang dititipkan secara itu tetap atas tanggungang si berpiutang.5 Penitpan 

ini dilakukan agar tidak menghambat pelaksanaan pembangunan. Dengan 

konsinyasi ini, hak atas tanah yang dimiliki masyarakat telah dirampas 

lewat kebijakan pemerintah.  

Sesuai dengan ketentuan tentang konsinyasi dalam pasal 1404 

sampai pasal 1410 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata yang 

menyebutkan apabila penjual menolak penawaran pembayaran tunai maka 

pembeli dapat menitipkannya ke pengadila negeri, dan tanah yang menjadi 

objek jual beli tersebut dipindah haknya agar tidak mengganggu proses 

pembangunan. Sementara Islam mengajarkan pentingnya musyawarah 

dalam penyelesaian suatu masalah bahkan salah satu syarat sahnya suatu 

                                                             
5 R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk 

Wetboek, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004) hlm. 354 
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akad dalam muamalah kerelaan dari pihak-pihak sesuai dengan firman 

Allah SWT : 

نْ أهَْلِهِ وَحَ  ا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَ يْنِهِمَا فاَبْ عَثُوا حَكَمًا مِّ ََ ُِِ ُُ نْ أهَْلِهَا إِن  كَمًا مِّ

نَ هُمَا  يراًاللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِ إِنَّ  ۗ  إِصْلََحًا ُُ وَفِّقِ اللَّهُ بَ ي ْ  

Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka 

kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki, dan seorang hakam dari 

keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan 

perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. 

Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. (QS. an-

Nisaa’: 35) 

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa segala sesuatu yang 

dilakukan harus atas dasar suka sama suka atau adanya kerelaan antara 

masing-masing pihak dan tidak diperbolehkan adanya tekanan, paksaan, 

dan penipuan. Islam mengajarkan pula dalam kehidupan bermasyarakat 

perlu ditegakkan keadilan. Keadilan yang harus ditegakkan mencakup 

keadilan diri sendiri, keadilan hukum, dan keadilan sosial.6 Dan jika terjadi 

suatu perselisihan maka hendaknya perselisihan itu diselesaikan oleh 

pihak-pihak yang mempunyai kepentingan dan dapat pula diwakilkan, 

karena perdamaian adalah sesuatu yang baik. 

                                                             

6 Ahmad Azhar Basyir, Pokok –pokok Filsafat Hukum, (Yogyakarta: Fak. Hukum UII, 

1990), hlm. 28 
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Peselisihan kepentingan antara kepentingan umum yang diwakili 

oleh pemerintah dan kepentingan individu yang dimiliki oleh masyarakat. 

Perselihan antara kedua belah pihak ini diselesaikan tanpa adanya 

kerugian. Namun dengan adanya konsinyasi ini kepentingan umum 

didahulukan dari kepentingan pribadi. 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka perlu adanya 

penelitian lebih lanjut untuk menganalisis praktik pemindahan hak atas 

tanah berdasarkan tinjauan Hukum Islam. Dengan judul penelitian 

“ANALISIS KONSEP KONSINYASI DALAM PENGADAAN 

TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM UNTUK JALAN TOL 

DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM (Studi Pasal 42 Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan tanah Bagi 

Pembangunan untuk Kepentingan Umum)” 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Konsep Konsinyasi 

dalam Pembangunan Jalan Tol Menurut Pasal 42  Undang – Undang 

Nomor Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan 

Untuk Kepentingan Umum? 

C. Batasan Masalah 

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya 

penyimpangan maupun pelebaran pada pokok masalah agar penelitian ini 

lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan 

penelitian akan tercapai, batasan masalah dalam penelitian ini adalah 

Hukum Islam yang disajikan oleh penulis adalah Mashlahah mursalah. 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Mengetahui Pandangan Hukum Islam Terhadap Konsep Konsinyasi 

dalam Pembangunan Jalan Tol Menurut Pasal 42  Undang – Undang 

Nomor Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan 

Untuk Kepentingan Umum. 
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E. Manfaat Penelitian  

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Kegunaaan teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah intelektual 

akademis terutama dalam bidang muamalah khususnya pada 

praktik jual beli tanah untuk jalan tol melalui konsinyasi. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran sebagai titik awal dalam melakukan pengembangan 

penelitian ilmiah tentang penelitian terkait dan penelitian lebih 

lanjut. 

2. Kegunaan praktis 

a. Penulis berharap dari hasil  penelitian yang dilakukan dapat 

dijadikan sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi 

pemerintah dalam langkahnya untuk mengevaluasi 

kebijakan. 

b. Penulis berharap dari hasil  penelitian yang dilakukan dapat 

dijadikan sebagai masukan bagi masyarakat dalam jual beli 

tanah untuk jalan tol melalui konsinyasi. 

F. Tinjaun Pustaka 

1. Penelitian Yang Relevan 

Penelitian dengan tema pengadaan tanah untuk kepentingan 

umum bukan merupakan suatu hal yang baru. Banyak penulis 

P
er

p
u

st
ak

aa
n

 IA
IN

 P
ek

al
o

n
g

an
   

   
   

   
P

er
p

u
st

ak
aa

n
 IA

IN
 P

ek
al

o
n

g
an

P
er

p
u

st
ak

aa
n

 IA
IN

 P
ek

al
o

n
g

an
   

   
   

   
P

er
p

u
st

ak
aa

n
 IA

IN
 P

ek
al

o
n

g
an



10 
 

terdahulu yang telah melakukan penelitian dengan tema 

permasalahan ini.  

Diantaranya ialah penelitian lapangan yang dilakukan oleh 

Arum Asmawati dalam Skripsinya yang berjudul “Pengadaan 

Lahan Tanah Untuk Kepentingan Umum Dalam Prespektif Fiqh 

Muamalat (Studi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bandara 

di Kecamatan Temon Kulonprogo)”, secara Normatif, penelitian 

ini menggunakan pendekatan dalam prespektif fiqh muamalat  

yaitu berupa asas – asas muamalat dan pemenuhan hak yaitu hak – 

hak individu dan hak – hak publik dan disertai dengan metode 

induktif sebagai metode untuk menganalisisnya.7  

Muhrima S. Rahmat dalam Skripsinya yang berjudul 

“Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Studi Komparatif 

Hukum Islam Dan Hukum Agraria Di Indonesia)”, beliau 

menyatakan bahwa penelitian pustaka (Library Research). Secara 

normative, penelitian tersebut mengkaji mengenai konsep 

kepemilikan tanah untuk kepentingan umum menurut hukum Islam 

dan hukum agrarian. Analisis yang dikembangkan adalah 

komparatif, yaitu membandingkan konsep kepemilikan tanah dan 

pengadaan tanah untuk kepentingan umum menurut hukum Islam 

                                                             
7 Arum Asmawati, “Pengadaan Lahan Tanah Untuk Kepentingan Umum Dalam Prespektif 

Fiqh Mumalah (Studi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bandara di Kecamatan Temon 

Kulonprogo)” Skripsi, (Yogyakarta: Muamalah Fakultas Syri’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga 

Yogayakarta: 2017).  
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dan hukum Agraria untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat 

deskriptif.8 

Mansyur, dalam skripsinya yang berjudul “Kebijakan 

Pemerintah Tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum 

(Studi Perpes No. 36/2005)”, menyatakan bahwa pasal – pasal 

yang terdapat dalam Perpres no. 36 tahun 2005 bertentangan 

dengan asas pembentukan peraturan perundang – undangan dan 

asas materi muatan hukum. Sehingga dapat dikatakan bahwa 

perpres tersebut terdapat beberapa pasal yang kontroversial dan 

bertentangan dengan ajaran – ajaran Islam.9 

Dari telaah pustaka terhadap riset sebelumnya tersebut 

penulis sudah menemukan penelitian tentang pengadaan tanah 

untuk kepentingan umum. Oleh karena itu, penulis 

mengembangankan penelitian sebelumnya dengan obyek yang 

berbeda. Penulis menguraikan bagaimana pengadaan tanah dalam 

pembangunan jalan tol melalui konsinyasi berdasarkan Undang – 

Undang No. 02 Pasal 42 Tahun 2012 dalam padangan hukum 

Islam.  

 

                                                             
8 Muhrima S. Rahmat, “Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Studi Komparatif 

Hukum Islam Dan Hukum Agraria Di Indonesia)” Skripsi, (Yogyakarta: Perbandingan Mazhab 

dan Hukum Fakultas Syari’ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009). 

 
9 Mansyur, “Kebijakan Pemerintah Tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum 

Perpektif Islam (Studi Perpres No. 36/2005)  Skripsi,  (Yogyakarta: Jinayah Siyasah Fakultas 

Syari’ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006)  
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2. Kerangka Teori  

Manusia diberi amanah langsung oleh Allah جل جلاله sebagai 

seorang pemimpin dimuka bumi ini. Serta diberi tuntunan agar 

tidak menyimpang hidupnya dan agar selalu ingat bahwa tujuan 

hidup ini adalah beribadah. Sebagai seorang pemimpin dimuka 

bumi ini manusia diberi tanggung jawab untuk memakmurkan 

seluruh kehidupan yang ada dimuka bumi ini. 

Perkembangan zaman yang terus menerus menunculkan 

berbagai macam masalah yang baru yang tentunya belum ada pada 

zaman Rasulullah SAW sehingga menuntut beberapa itjihad oleh 

para Sahabat beliau, yang kemudian diteruskan oleh para mujtahid 

mutlaq. Fatwa – fatwa yang ada ini  kemudian dipilah dan dipilih 

sesuai dengan fungsinya dan menjadikannya sebuah kaidah, yang 

disebut dengan kaidah fiqh. Beberapa kaidah fiqh yang menjadi 

rujukan penelitian ini: 

ةِ الْمَصْلَحَةُ الْ  مَةٌ عَلَى الْمَصْلَحَةِ الْْاَصَّ ََّ ةُ مُقَ عَامَّ  

”Kepentingan umum itu lebih diutamakan daripada kepentingan 

khusus”10 

                                                             
10 Toha Andiko, Ilmu Qowaid Fiqhiyah Panduan Praktis Dalam Merespons Problematika 

Hukum Islam Kontemeporer, (Yogyakarta: Teras, 2011) hlm. 163 
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Dalam fiqh, istilah kepentingan umum disebut al-maslahah 

al-ammah setidaknya ada lima kriteria al-maslahah al-ammah 

yang menjadi dasar dan patokan para ulama, diantaranya: 

1. Al-maslahah al- ammah, yaitu sesuatu yang manfaatnya dirasakan 

oleh atau sebagian besar masyarakat, bukan hanya kelompok 

tertentu. 

2. Selaras dengan tujuan syari’ah yang terangkum dalam alkuliyat al-

khams. 

3. Manfaat yang dimaksud harus nyata (haqiqi) bukan sebatas pikiran 

(wahmi) 

4. Tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur’an, hadits, ijma, dan 

qiyas. 

5. Tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan kepentingan umum 

lain yang sederajat apalagi yang lebih besar.11 

Berkaitan dengan pembebasan tanah, esensi yang harus 

dipelihara yaitu asas keadilan dan di dalam Al-Qur’an dijelaskan 

pandangan mengenai keadilan demi untuk memelihara tubuh 

masyarakat. Islam menetapkan prinsip keadilan untuk seluruh umat 

manusia, Al-Qur’an baik dalam surat – surat makkiyah maupun 

                                                             
11 Mansyur, Op. Cit.,  hlm. 10 
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madaniyah menguatamakan dan menganjurkan agar keadilan itu 

menjadi perhatian umat.12 

Klasifikasi tanah yang berada dibawah kekuasaan yang sah 

menurut Islam ada dua, yaitu: 

1. Istila’ yaitu penguasaan melalui perang atau pembebasan atau 

pendudukan tanpa kekerasan. 

2. Istiqrar yaitu penguasaan tanah melalui pewarisan secara turun 

temurun atau alih milik dari orang lain dengan jual beli, hibah, 

dan lain – lain.13 

 Sebelum proses pelaksaan terdapat proses perencanaan. 

Salah satu aspek perencanaan yang harus dilakukan sebelum 

pelaksaan adalah dampak lingkungan yang dikenal dengan Analisis 

Dampak Mengenai Lingkungan (AMDAL). AMDAL sendiri 

merupakan suatu kajian mengenai dampak positif dan negatif dari 

suatu rencana kegiatan/proyek, yang dipakai pemerintah dalam 

memutuskan apakah suatu kegiatan/proyek Iayak atau tidak Iayak 

Iingkungan. Kajian dampak positif dan negatif tersebut biasanya 

disusun dengan mempertimbangkan aspek fisik, kimia, biologi, 

                                                             
12 Sayyid Qutub, Keadilan Sosial dalam Islam, alih bahasa afif muhammad, cet I (Bandung: 

Pustaka, 1984) hlm. 148 

 
13 Talhah Hasan, “Fiqh Pertanahan” dalam Masdar F Mas’udi (ed), Teologi Tanah, cet. I 

(Jakarta: P3M, 1994) hlm. 92 
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sosial-ekonomi, sosial budaya dan kesehatan masyarakat. Dalam 

hal ini kaidah fiqh juga menyatakan:  

ةِ تَصَُِّفُ الِإمَامِ عَلَى الَِّعِيَّةِ مَنُ وْطٌ باِلْمَصْلَحَ   

Kebijakan seorang pemimpin atas rakyat itu harus berdasarkan 

kemaslahatan.14 

G. Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan untuk menghimpun 

dan menganalisis data agar terarah dan tidak menyimpang dari pokok 

permasalahan yang dibahas adalah sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan Library 

Research yang bersifat prespektif analisis. Penelitian ini dikatakan 

sebagai kepustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini lebih 

banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder saja yang ada 

di perpustakaan, seperti buku – buku, peraturan perundang-undangan, 

keputusan-keputusan dan pendapat para ahli hukum.15 Dalam hal ini 

yang digunakan adalah buku-buku fiqh, buku-buku hukum agragia, 

kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan lain-lain. 

 

                                                             
14 Ibid., hlm. 150 
15 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005) 

hlm. 14 
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2. Pendekatan penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif adalah 

pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan 

menelaah teori – teori, konsep – konsep, asas – asas hukum serta 

peraturan perundang – undangan yang berhubungan dengan penelitian 

ini. Penulis ini melakukan pendekatan hukum Islam untuk menelaah 

undang – undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk 

Jalan Umum dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum 

tersebut. 

 

3. Sumber Data 

Data yang penulis gunakan dalam penelitian ini diperoleh dari 

bahan-bahan sebagai berikut: 

a. Bahan hukum Primer yaitu UU No. 2 Tahun 2012 tentang 

Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum.  

b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang dapat 

memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, terdiri dari 

peraturan perundang – undangan tentang pertanahan, baik dalam 

UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Pokok – Pokok Agraria, Kompilasi 

Hukum Ekonomi Syariah serta kitab – kitab fiqh yang membahas 

masalah pengadaan pertanahan. 
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4. Metode Pengumpulan Data 

Dalam teknik pengumpulan data, penulis menggunakan teknik 

dokumentasi yaitu suatu metode memperoleh informasi bukan dari 

orang sebagai narasumber, tetapi informasi dari macam-macam 

sumber tertulis atau dari dokumen yang ada pada informan baik 

dokumen resmi dan dokumen tidak resmi yang dapat mendukung suatu 

peristiwa.16 

Metode ini diterapkan untuk pengumpulan data secara tertulis 

maupun berkas – berkas yang bersumber dari pencatatan dan 

pengutipan secara langsung yang berkaitan dengan tema penelitian ini. 

 

5. Metode Analisis Data 

Analisis data merupakan kegiatan memberikan telaah yang 

dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah atau 

member komentar-komentar kemudian membuat suatu kesimpulan 

terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan teori yang ada.17 

Penulis menggunakan teknik analisis data content analysis, 

yaitu dengan cara mengindentifikasi Undang-Undang No. 2 tahun 

2012 Pasal 42 Tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan 

                                                             
16 Djam’an Satoni, M.A dan Aan Komariah, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: CV 

Alfabeta, 2011) hlm. 148-149 

 
17 Mukti Fajar, Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, 

(Yogjakarta: Pustaka Pelajar, 2010) hlm. 183 
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dasar pertimbangan hukum dari undang – undang tersebut, kemudian 

mencari, mencocokan dan menafsirkan berbagai peraturan hukum 

yang relevan tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum untuk 

mengalisis pasal pada undang-undang tersebut. 

 

H. Sistematika Pembahasan  

Penelitian ini terdiri dari lima bab, Bab I berisi tentang: Latar 

Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat 

Penelitian, Tijauan Pustaka, Kerangka  Teori, Metedologi Penelitian, dan 

Sistematika Penulisan  

Bab II penulis mengemukakan pengertian Hukum Islam, 

dilanjutkan dengan sejarah singkat mengenai Hukum Islam dan diakhiri 

oleh teori mashlahah. 

Bab III Penulis mencoba menggali mengenai Pengertian 

Konsinyasi, Konsinyasi dalam Pengadaan tanah Untuk Kepentingan 

Umum, dan ditutup dengan Tata Cara Permohonan Konsinyasi di 

Pengadilan Negeri. 

Bab IV penulis mengalisis Pandangan Hukum Islam Terhadap 

Konsep Konsinyasi Menurut Pasal 42  Undang – Undang Nomor Tahun 

2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan 

Umum dengan menggunakan teori mashlahah. 
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Bab V adalah bab penutup, berisi kesimpulan yang merupakan 

jawaban dari pokok masalah serta saran – saran bagi para penulis 

berikutnya yang memiliki minat untuk melakukan penelitian tentang topik 

yang sama. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian dan pembahasan mengenai analisis konsep 

konsinyasi dalam pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol dalam pandangan 

hukum islam peneliti menyimpulkan bahwa melakukan konsep konsinyasi sebagai 

sebuah media untuk menyelesaikan pengadaan tanah dengan menitipkan ke 

pengadilan telah sesuai dengan konsep mashlahah mursalah.   

B. Saran  

Pemerintah sebagai pemegang kebijakan sudah seharusnya menampung 

aspirasi-aspirasi rakyat dan manjalankan roda pemerintah berdasarkan undang-

undang yang berlaku. Disini penulis memberikan saran kepada pemerintah 

sebagai pemegang kebijakan agar memfasilitasi berupa bantuan hukum kepada 

mereka yang sekiranya tidak mampu untuk mengajukan gugatan di Pengadilan 

Negeri maupun Mahkamah Agung atas ketidaksepakatan mengenai 

bentuk/besaran ganti rugi. 
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